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MUH. RINALDY KASIM, B111 13 106, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan
Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Merek (Pembajakan Merchandise Klub
Sepakbola Sriwijaya FC) (Studi Kasus di Kota Palembang Tahun 2014-2016),
penulisan skripsi ini dibawah bimbingan H. Muhadar sebagai pembimbing I dan Wiwie
Heryani sebagai pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap
kejahatan pembajakan merchandise klub sepakbola Sriwijaya FC, dan untuk
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembajakan
merchandise klub sepakbola Sriwijaya FC, serta untuk mengetahui upaya
pencegahan kejahatan pembajakan merchandise klub sepakbola Sriwijaya FC
Penelitian ini mengambil data pada PT. Sriwijaya Optimis Mandiri (PT. SOM)
selaku pengelola klub sepakbola Sriwijaya FC, dan Polresta Palembang, penulis
mengumpulkan data dengan menggunakan metode kepustakaan dan metode
penelitian lapangan. Kemudian melakukan analisis data yang dilakukan bersifat
normatif kualitatif kemudian dideskripsikan.
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan
hukum dari kejahatan pelanggaran hak cipta, hak merek, dan/atau hak terkait
didalamnya yang dilakukan terhadap pembajakan merchandise Sriwijaya FC  yang
merupakan delik aduan. Yang menyebabkan terjadinya pembajakan merchandise
Sriwijaya FC adalah karena faktor harga produksi ataupun harga beli yang terjangkau,
serta keuntungan yang menjanjikan sehingga menjadikan hal ini semakin marak
terjadi. Diperlukan adanya koordinasi antara PT. SOM  dengan pihak Polresta
Palembang, karena pada dasarnya pihak Polresta Palembang telah menemukan
adanya indikasi terkait pembajakan merchandise Sriwijaya FC namun menunggu
adanya laporan dari PT. SOM karena dalam hal ini merupakan delik aduan. Melihat
realita tersebut upaya penanggulangan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam
menanggulangi pembajakan merchandise Sriwijaya FC adalah dengan upaya pre-
emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh instansi terkait untuk mencegah
terjadinya tindak pidana, pada kasus ini menggunakan cara mengajak suporter
setianya untuk membeli merchandise yang asli. Upaya yang kedua adalah preventif,
upaya preventif adalah merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.
Pada kasus pembajakan merchandise Sriwijaya FC upaya ini dapat dilakukan dengan
beberapa cara: mengajak para pedagang merchandise bajakan untuk bermitra
dengan PT. SOM, membuka kafe dan toko merchandise yang asli agar memudahkan
suporter untuk memperoleh merchandise yang asli, memberikan himbauan terbuka
lewat surat kabar untuk membeli dan/atau memperdagangkan merchandise yang asli.
Upaya represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan
yang tindakannya berupa penegakan hukum dan menjatuhkan hukuman sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
vABSTRACT
MUH.RINALDY KASIM, B111 13 106, Criminological Overview Against Violation of
Copyright and Trademark  Crime (Merchandise Piracy of Football Club Sriwijaya FC)
(Case Study in Palembang Year 2014-2016), this thesis is under the guidance of H.
Muhadar as supervisor I and Wiwie Heryani as supervisor II.
This study aims to determine the legal regulation against merchandise piracy
crime of football club Sriwijaya FC, and to identify the factors that trigger merchandise
piracy crime of football club Sriwijaya FC, and to investigate the crime prevention
efforts upon merchandise piracy crime of Sriwijaya FC football club.
This study acquired data from PT. Sriwijaya Optimistic Mandiri (PT. SOM) as the
Sriwijaya FC football club organizer and Police District of Palembang City, the author
collected the data by using the method of literature and field research methods. Then
conduct data analysis on normative qualitative afterwards be described.
The matter obtained from this study is to determine the legal regulation of
copyright crime violation, trademark, and / or rights related which conducted upon
merchandise piracy of Sriwijaya FC that is classified as complaint-based offense.
The causes of merchandise piracy of Sriwijaya FC are due to the price factor of
production or affordable purchase price, as well as the promised benefits turned it to
be rapidly growing. It requires coordination between PT. SOM with the Police District
of Palembang City, because basically, the Police District of Palembang City have
found indications related merchandise piracy of Sriwijaya FC but looking forward the
report existence from PT. SOM because this case is a complaint-based offense.
Seeing these realities reduction efforts undertaken by the agencies involved in
tackling piracy merchandise of Sriwijaya FC is to attempt a pre-emptive as initial efforts
undertaken by the relevant agencies to prevent criminal act, in this case using method
to invite loyal supporters to purchase original merchandise. The second effort is
preventive, preventive measure is an effort to prevent before the crime happened. In
the case of merchandise piracy of Sriwijaya FC this effort can be accomplished in
several ways: to invite traders of pirated merchandise to partner with PT. SOM, open
cafes and shops of the original merchandise in order to facilitate the fans to obtain the
original merchandise, providing an open announcement through newspapers to buy
and / or trade the original merchandise. A repressive measure, this effort shall be
conducted at the time criminal act / crime has occurred such as law enforcement and
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A. Latar Belakang Masalah
Sepakbola dalam perkembangannya telah dikenal dalam
peradaban kurang lebih sejak abad ke-2 dan ke-3 SM di Tiongkok,
tepatnya pada masa pemerintahan Dinasti Han.1 Pada waktu itu belum
dikenal dengan istilah sepakbola, melainkan dikenal dengan istilah cuju
yang berarti menendang bola dengan kaki. Pada waktu itu masyarakat
mulai menggiring bola kulit kemudian menendangnya ke arah jaring kecil,
di waktu yang bersamaan juga masyarakat di wilayah Romawi, Yunani,
dan Jepang juga memainkan permainan serupa dan mulai digemari oleh
kalangan masyarakat.
Sejak digemari oleh kalangan masyarakat yang berfungsi sebagai
permainan tradisional, di Tiongkok permainan cuju ini juga mulai masuk
dan digemari di kalangan istana. Setelah mulai digemari di kalangan
istana, permainan cuju juga mulai diatur sedemikian rupa hingga memiliki
aturan pertandingan, bermain di tanah lapang yang luas hingga menjadi
mata pencaharian seperti layaknya saat ini. Namun dengan berjalannya
waktu, permainan cuju ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat Tiongkok
1 PanditFootball, http://panditfootball.com/on-this-day-klasik/181626/MSH/150715/mengenal-
cuju-memahami-yang-kuno-dari-sepakbola, waktu diakses pada tanggal 1 November 2016, pada
pukul 20.00 WITA.
2karena dianggap sebagai bagian dari kelampauan Tiongkok serta tidak
memiliki manfaat khususnya bagi bangsa Tiongkok.
Setelah diperkenalkan, berkembang, hingga ditinggalkan oleh
kalangan masyarakat serta kalangan istana di Tiongkok, sepakbola tidak
mati sepenuhnya sampai disini. Pada tahun 1863 di Inggris berdirilah
Football Association (FA) yang sekaligus menjadi asosiasi sepakbola
pertama dan yang tertua di dunia. Football Association (FA) berdiri atas
kesepakatan beberapa klub di Inggris yang merasa perlu akan suatu
aturan induk mengenai permainan sepakbola. Semenjak saat itu, selain
telah memiliki aturan induk permainan sepakbola yang terus
disempurnakan juga terbentuklah kompetisi Piala FA yang kemudian juga
menjadi kompetisi tertua di dunia. Dari Inggris, sepakbola terus
berkembang ke negara lain.
Perkembangan sepakbola modern sendiri juga mulai berlangsung
di Inggris, pada waktu itu bertemulah perwakilan dari empat negara yakni,
Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia untuk membentuk International
Football Association Board (IFAB) yang bertujuan untuk mengkordinasi
peraturan sepakbola di seluruh dunia. Sejalan dengan perkembangan dan
kemajuan sepakbola di kancah internasional, pada Tahun 1904 lahirlah
Federation International de Football Association atau yang biasa disebut
dengan nama FIFA berdiri di Kota Paris, Prancis dengan diikuti beberapa
negara.
3Selain berfungsi untuk mengkoordinasi segala bentuk peraturan
sepakbola di seluruh dunia, FIFA juga bertugas untuk mempromosikan
dan melakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan
sepakbola di seluruh penjuru dunia. Perkembangan sepakbola terbukti
sangatlah pesat, tercatat hingga saat ini jumlah anggota FIFA kurang lebih
mencapai jumlah 200 anggota yang berasal dari benua Eropa, Amerika,
Afrika, Oceania, dan Asia. Salah satu bukti perkembangan yang sangat
pesat pada sepakbola adalah mengenai penggunaan seragam saat
pertandingan berlangsung.
Ketika Football Association (FA) pertama kali berdiri pada tahun
1863, salah satu aturan yang masih dianggap tabu adalah aturan
mengenai penggunaan seragam sepakbola saat pertandingan
berlangsung. Pada masa itu, para pemain diberi kebebasan untuk
menggunakan baju apa saja saat bertanding. Baru pada tahun 1891
Football Association (FA) mulai memberlakukan aturan penggunaan
seragam bagi semua klub serta semua klub wajib mendaftarkan warna
seragam mereka, apabila terdapat warna seragam yang sama maka tim
yang bertindak sebagai tuan rumah diwajibkan untuk mengganti warna
seragam mereka.2 Aturan ini kemudian diubah pada tahun 1921, dimana
tim yang bertindak tim tamu yang diwajibkan untuk mengganti seragam
mereka. Aturan inilah yang kemudian berlaku hingga kini.
2 PanditFootball, http://panditfootball.com/klasik/12106/sejarah-jersey-sepakbola, waktu
diakses pada tanggal 1 November 2016, pada pukul 20.17 WITA.
4Pada awal kemunculannya, seragam sepakbola atau yang lebih
dikenal dengan sebutan jersey berbahan dasar wol dan berlengan
panjang serta menggunakan celana panjang juga. Baru kemudian
memasuki abad ke 19 kain katun diperkenalkan sebagai bahan dasar, dan
mulai menggunakan nomor punggung dimana nomor 1 adalah nomor
terkecil dan nomor 99 adalah nomor terbesar, aturan penggunaan nomor
punggung pemain kemudian disahkan pada tahun 1928. Sekitar abad ke
19 jersey juga memulai perkembangannya yang sangat pesat, yang
awalnya hanya sebagai pembeda diatas lapangan ketika bermain
sepakbola menjadi memiliki tujuan khusus tersendiri tergantung pada klub
itu sendiri.
Medio dekade 1950 hingga 1960an bahan sintetis mulai digunakan
sebagai bahan dasar. Logo klub ataupun emblem klub mulai dipasang
pada jersey masing-masing klub sepakbola. Kemudian, pada dekade
1970an apparel-apparel mulai menyerbu masuk pada dunia sepakbola,
logo-logo apparel bermunculan di seragam klub sepakbola dan mulai
melakukan eksperimen terhadap desain jersey hingga penggunaan bahan
dasar dari jersey itu sendiri. Ketika berada di sekitar tahun 1980 hingga
1990-an jersey menjadi awal mula sepakbola dapat menghasilkan pundi-
pundi uang dengan selain menghadirkan logo-logo apparel, juga
memberikan ruang bagi logo-logo sponsor yang terdapat di bagian
tertentu pada suatu jersey.
5Sepakbola yang pada awal kemunculannya hanya dianggap
sebagai permainan tradisional di wilayah Tiongkok, pada saat ini tidak
dapat lagi disebut sekedar permainan tradisional karena dari sepakbola
saat ini telah mampu meraup pundi-pundi keuntungan. Sepakbola modern
saat ini tidak hanya menghasilkan permainan-permainan yang atraktif dan
menarik untuk ditonton sehingga menyedot animo masyarakat untuk
berbondong-bondong datang ke stadion membeli tiket lalu menyaksikan
tim kebanggaannya bermain. Sepakbola juga bukan lagi hanya sekedar
permainan seru dan memacu adrenalin dari kedua kesebelasan yang
memperebutkan gelar juara, namun saat ini sudah lebih daripada itu
sepakbola modern juga mendatangkan minat bagi para penggemar
beratnya untuk mengoleksi berbagai merchandise klub kebanggaannya
seperti jersey, topi, stiker, baju, dan lain sebagainya yang dapat
dimanfaatkan oleh klub-klub profesional.
Klub-klub profesional saat ini, menjadikan penjualan merchandise
sebagai salah satu cara untuk mendapatkan sumber penghasilan yang
membiayai perjalanan sebuah klub dalam satu atau lebih musim
kompetisi. Dengan tingginya minat masyarakat atau para fans untuk
memiliki berbagai merchandise ini maka semakin terdongkraklah
penjualan merchandise klub. Jersey atau baju yang menandakan suatu
pemain hebat atau pemain ikonik tertentu yang memiliki jumlah fans yang
banyak akan menjadi yang paling banyak diburu merchandise nya, maka
ketika bursa transfer pemain dibuka setiap klub akan berburu pemain
6yang hebat serta sesuai dengan kebutuhan tim bahkan tidak jarang
pemain tersebut sebenarnya tidak begitu sesuai dengan kebutuhan tim
namun karena memiliki basis fans yang banyak sehingga klub tersebut
mempertimbangkan untuk merekrutnya hanya untuk kepentingan
penjualan merchandise.
Klub-Klub besar di Eropa seperti Real Madrid, Bayern Munchen,
Chelsea, Juventus, Barcelona, Inter Milan, Borussia Dortmund dengan
mengikat Adidas, Nike, dan Puma sebagai bagian dari merknya sudah
merasakan keuntungan dari penjualan merchandise. Adapun klub-klub di
Indonesia yang mencoba meraup keuntungan dari penjualan merchandise
adalah Madura United, Bali United, Persela Lamongan, dan Sriwijaya FC.
Keempat klub ini telah memiliki toko resmi sebagai bentuk keseriusan dari
klub tersebut untuk memperoleh keuntungan dari sisi merchandise yang
diharapkan dari keuntungan tersebut mampu membiayai perjalanan
klubnya dalam mengikuti suatu musim kompetisi liga dan copa yang
panjang tanpa harus bergantung pada APBD tempat wilayah mereka
bernaung.
Disaat klub-klub peserta Liga Indonesia ini mulai serius untuk
mengembangkan bisnis merchandise dan menjadikan sepakbola
Indonesia sebagai industri layaknya kompetisi sepakbola di Eropa,
terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba
untuk membuat barang palsu atau membajak merchandise milik klub-klub
di Indonesia. Merchandise tersebut dibajak dengan dibuatkan semirip
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keuntungan karena kelicikan oknum-oknum tersebut. Salah satu klub yang
merasakan kerugian dengan pembajakan ini adalah klub Sriwijaya FC.
Sangat disayangkan oleh manajemen Sriwijaya FC karena pembajakan
atas merchandise mereka dijual bebas dan sangat marak di pasaran,
yang dimana efek dari kejadian ini turut menyebabkan pendapatan
mereka dari sisi merchandise menjadi menurun.
Bukan tanpa alasan yang jelas mengapa pihak Sriwijaya FC
merasa sangat dirugikan dengan adanya oknum-oknum yang membajak
merchandise klub kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan ini, karena
setiap roda kompetisi diputar maka setiap klub anggota dari Persatuan
Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) wajib dan harus mengikuti kompetisi
tersebut dan mengeluarkan biaya yang dikeluarkan setiap musimnya
menyentuh angka yang cukup fantastis. Belum lagi apabila Sriwijaya FC
berlaga di kompetisi Liga Champions Asia ataupun Piala AFC maka biaya
yang dikeluarkan oleh manajemen dipastikan akan membengkak, maka
pihak manajemen Sriwijaya FC sangat mengharapkan mendapat
gelontoran dana dari hasil penjualan merchandise mereka.
Bisnis merchandise saat ini menjanjikan potensi keuntungan yang
sangat menggiurkan karena pasar dari sepakbola itu sendiri menawarkan
animo penggemar dengan jumlah yang sangat banyak. Maka dari itu
merchandise yang merupakan suatu karya hasil ciptaan dan mengandung
makna dari sebuah logo ataupun merek yang terpampang didalamnya
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menimbulkan kerugian bagi ciptaan itu sendiri, si pencipta, dan merek
yang terdapat didalamnya. Berbagai jenis aturan-aturan hukum telah lahir
baik hukum internasional maupun hukum nasional, maupun secara hukum
privat dalam wujud hukum perdata maupun secara hukum privat dalam
wujud hukum pidana. Selain dari sisi ekonomi yang dirugikan atas
kejadian pembajakan ini, oknum-oknum yang melakukan pembajakan
juga dapat dijerat dengan tuntutan tindak pidana pemalsuan karena
memalsukan hal pembeda dari suatu barang yang memiliki merek yang
sama namun kualitas yang berbeda.
Selain dari sisi klub Sriwijaya FC yang merasa dirugikan dengan
maraknya kejahatan pembajakan hak cipta dan hak merek ini, para fans
atau masyarakat juga dirugikan dengan pembajakan atas merchandise
klub kebanggaannya. Para fans atau konsumen dituntut untuk lebih jeli
dan selektif jika ingin membeli ataupun memiliki merchandise klub
kesayangannya, karena para oknum pembajak ini dapat dengan mudah
mengelabui pembelinya dengan cara memproduksi dan mendistribusikan
secara besar-besaran barang dagangannya yang tidak dapat dipungkiri
hampir memiliki kesamaan bentuk, warna, dan model dengan
merchandise yang asli dengan cara memanfaatkan nilai jual dari suatu
ciptaan atau merek sehingga menimbulkan kekacauan di pasaran
mengenai asal-usul merchandise dan kualitas yang sangat dipertanyakan.
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hanya tertarik dimiliki oleh suatu penggemar dari klub yang bersangkutan,
karena saat ini merchandise telah menjadi salah satu gaya dalam
berpakaian masyarakat yang tidak hanya bisa dipakai saat berolahraga,
namun dapat dipakai kapan dan dimana saja tergantung dari jenis
kegiatan apa yang hendak dilakukan. Begitu mudahnya saat ini dijumpai
masyarakat yang walaupun sebenarnya tidak paham atau tidak mengikuti
perkembangan dari sepakbola namun tetap membeli merchandise karena
sebagai kebutuhan dalam berpakaian.
Sangat disayangkan juga, karena para penggemar yang mengaku
sebagai fans berat dari suatu klub sepakbola atau pemain tertentu, serta
masyarakat yang memiliki rezeki berlebih justru cenderung membeli
merchandise yang palsu atau yang dibajak tersebut karena diiming-imingi
dengan harga yang miring namun kualitas yang dihasilkan biasa-biasa
saja atau jauh dari kualitas barang yang asli, lalu memilih cuek dengan
tetap membeli dan memakai merchandise yang dibajak tersebut. Semakin
maraknya terjadi pembajakan ini, memaksa masyarakat juga untuk ikut-
ikutan membeli, memakai, bahkan tidak sedikit juga yang turut mencari
nafkah dan menjadi agen penjualan dari barang yang kw atau ilegal
tersebut.
Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis
tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam tentang pembajakan
merchandise dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “Tinjauan
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Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Merek
(Pembajakan Merchandise Klub Sepakbola Sriwijaya FC) (Studi Kasus di
Palembang tahun 2014 sampai dengan 2016)”.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di
atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kejahatan pembajakan
merchandise klub sepakbola Sriwijaya FC?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan
pembajakan merchandise klub sepakbola Sriwijaya FC?
3. Bagaimana upaya pencegahan kejahatan pembajakan
merchandise klub sepakbola Sriwijaya FC?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kejahatan
pembajakan merchandise klub sepakbola Sriwijaya FC.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
kejahatan pembajakan merchandise klub sepakbola Sriwijaya FC.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan kejahatan pembajakan




a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk
mengembangkan ilmu hukum lebih khususnya hukum pidana.
b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain
yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis:
a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi
masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang
tindak pidana ekonomi khususnya di bidang hak kekayaan
intelektual.
b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan mampu
memberikan masukan kepada pihak penegak hukum dalam
rangka menanggulangi tindak pidana ekonomi khususnya di






Kriminologi menurut pengertian berarti ilmu pengetahuan
yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat. Kriminologi
dapat dikategorikan sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan
yang masih baru, hal ini disebabkan karena kriminologi baru
menunjukkan eksistensinya sekitar abad ke XIII, tepatnya pada
tahun 1850 kriminologi mulai berkembang bersama-sama dengan
ilmu pengetahuan lain seperti psikologi, antropologi, sosiologi, serta
cabang-cabang ilmu pengetahuan lain yang membahas tentang
tingkah laku manusia.
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang
dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Maka dari itu
kriminologi walaupun tergolong sebagai salah satu cabang ilmu
pengetahuan yang baru, dengan terus berkembangnya zaman
perkembangan dari kriminologi itu sendiri menunjukkan
perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dibuktikan
dengan berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi saat ini,
maka dengan dasar inilah yang menjadikan kriminologi sebagai
salah satu landasan untuk memandang segala bentuk kejahatan
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mulai dari sifat dan tingkatan suatu kejahatan, sebab musabab atas
terjadinya kejahatan, ciri-ciri kejahatan, pembinaan serta dampak
atas timbulnya kejahatan yang menjadi suatu gejala sosial di
masyarakat saat ini.
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari
sebab-sebab kejahatan, dengan maksud agar diberikan
pengobatan secara tetap di dalam mengatasi kejahatan dimasa
yang akan datang dan minimal dapat berkurang.3
Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911)
seorang ahli antropologi Perancis,  secara harfiah berasal dari kata
“crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang
berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai
ilmu tentang kejahatan atau penjahat.4
Dalam membahas tentang kriminologi, belum terdapat
kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan kriminologi
diantara para pakar karena masing-masing pakar memiliki sudut
pandangnya masing-masing. Berdasarkan hal ini, maka penulis
akan memaparkan beberapa pengertian kriminologi menurut para
pakar sebagai berikut:
3 Kemal Darmawan, 2000, Teori Kriminologi, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, hlm 13.
4 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, Kriminologi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 9.
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Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan
tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut
orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan
tercela itu.5
Wood juga berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi
keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau
pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat,
termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan
jahat dan para penjahat.6
Lalu Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi
adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari
para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi
diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh
para anggota masyarakat.7
Kemudian Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam The
Sociology of Crime and Deliquency memberikan definisi kriminologi
sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang
gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa
secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman,
5 Ibid, hlm 12.
6 Ibid, hlm 12.
7 Ibid, hlm 12.
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pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan
kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap
keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:8
a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
b. Pelaku kejahatan dan;
c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan
maupun terhadap pelakunya.
Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru
dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari
masyarakat.
Lebih lanjut Bonger menjabarkan definisi kriminologi sebagai
ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan
seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi
kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:9
1. Antropologi Kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang
manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini
memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat
dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa?
Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan
kejahatan dan seterusnya.
8 Ibid, hlm 12.
9 Ibid, hlm 9-10.
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2. Sosiologi Kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan
sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang
dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak
sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang
dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, ialah ilmu tentang
penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi, ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya
hukuman.
Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:
1. Higiene Kriminil, usaha yang bertujuan untuk mencegah
terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan
oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem
jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-
mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminil, usaha penanggulangan kejahatan di mana
suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab
seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor
ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan
keterampilan atau lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata
dengan penjatuhan sanksi.
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4. Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan
penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.
Selanjutnya Sutherland merumuskan kriminologi sebagai
keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan
jahat sebagai gejala sosial (The body of knowledge regarding crime
as a social phenomenon). Menurut Sutherland kriminologi
mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan
reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi atas
tiga cabang ilmu utama, yaitu:10
1. Sosiologi Hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh
hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi
yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah
kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab
kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang
menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum
pidana).
2. Etiologi Kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang
mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi,
etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman,
akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang
10 Ibid, hlm 10-11.
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berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik
represif maupun preventif.
Akan tetapi Paul Mudigno Mulyono tidak sependapat dengan
definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya, definisi itu
seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan
itu pun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan , oleh karena
terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang
oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk
melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat
tersebut. Karenanya, beliau memberikan definisi kriminologi
sebagai sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan
sebagai masalah manusia.11
Oleh Thorsten Sellin memperluas definisi yang disampaikan
Sutherland dengan memasukkan conduct norms sebagai salah
satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini
lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.12
Sependapat dengan Thorsten Sellin, Karl Mann Heim
menganggap perlu memasukkan conduct norms yang berarti
norma kelakuan, karena menyangkut norma-norma tingkah laku
yang telah digariskan oleh berbagai kelompok-kelompok
masyarakat yang menyangkut atas norma kesopanan, norma
11 Yesmil Anwar dan Adang, 2013, Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm xviii
12 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Loc.cit.
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susila, norma adat, norma agama dan norma hukum. Jadi objek
studi kriminologi bukan saja perbuatan-perbuatan yang
bertentangan dengan hukum, tetapi juga yang bertentangan
dengan tingkah laku yang oleh masyarakat tidak disukai, meskipun
perbuatan itu bukan merupakan pelanggaran dalam hukum
pidana.13
Lalu menurut pendapat dari Purnadi Purbacaraka dan
Soerjono Soekanto, maka kriminologi termasuk dalam disiplin
analistis yaitu ilmu yang mempelajari tentang gejala yang terjadi di
tengah masyarakat.14 Jika dilihat menggunakan perspektif ini, maka
akan ditemukan kriminologi akan bertentangan dengan hukum
pidana. Namun, antara hukum pidana dan kriminologi akan saling
membutuhkan satu sama lain dimana kriminologi membutuhkan
hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan,
sedangkan hukum pidana membutuhkan kriminologi untuk
mengikuti perkembangan kejahatan apa yang layak
dikriminalisasikan atau justru didekriminalisasikan.
13 Yesmil Anwar dan Adang, Loc.cit.
14 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama,
Bandung, hlm 237
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Selanjutnya menurut J. Constant kriminologi adalah ilmu
pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang
menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.15
Menurut Stephan Hurwitz kriminologi adalah sebagai bagian
dari “Criminal Science” yang dengan penelitian empiriknya atau
nyata berusaha untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor
kriminalitas (etiology of crime). Kriminologi dalam pandangan
Hurwitz sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu
lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka
ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.16
Lalu menurut Haskell dan Yablonski dalam definisinya
menekankan definisi kriminologi pada muatan penelitiannya
dengan mengatakan bahwa kriminologi secara khusus adalah
merupakan disiplin ilmiah tentang pelaku kejahatan dan tindakan
kejahatan yang meliputi:17
1. Sifat dan tingkat kejahatan.
2. Sebab-musabab kejahatan dan kriminalitas.
3. Perkembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana.
4. Ciri-ciri pelaku kejahatan.
5. Pembinaan pelaku kejahatan.
15 A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 2.
16 Sthepan Hurwitz, 1986, Criminology, Bina Aksara, Jakarta, hlm 3.
17 Muhammad Mustofa, 2010, Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku
Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, Sari Ilmu Pratama, Bekasi, hlm 15.
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6. Pola-pola kriminalitas.
7. Dampak kejahatan terhadap perubahan sosial.
Kemudian Donald Taft dan Ralph England secara tersurat
menyatakan bahwa kriminologi merupakan kajian atau ilmu yang
tidak lengkap, termasuk tidak memasukkan korban kejahatan
didalam kajiannya. Dengan kata lain pada waktu itu kriminologi
belum merupakan disiplin ilmu pengetahuan ilmiah yang mandiri,
hanya merupakan kajian atau kumpulan pengetahuan ilmiah yang
mempelajari masalah kejahatan.18
Berdasarkan beberapa teori yang didefinisikan dari para
pakar, maka obyek kajian dari kriminologi menekankan pada gejala
kejahatan seluas-luasnya dalam artian membahas tentang
kejahatan dan penjahat. Subyek kajian dari kriminologi itu sendiri
adalah kelompok masyarakat serta anggotanya secara keseluruhan
sebagai suatu kelompok sosial yang mengalami berbagai
fenomena-fenomena sosial sebagai suatu sistem yang termasuk
didalamnya gejala kejahatan yang tidak dapat terpisahkan.
Sehingga pengertian kriminologi dalam arti sempit yaitu ilmu
pengetahuan yang mencoba menerangkan kejahatan dan
memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan. Sedangkan
dalam arti luas kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan
yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk
18 Ibid, hlm 12.
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mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan
kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang
pidana atau hukuman.19
2. Aliran-Aliran dalam Kriminologi
Beberapa aliran yang dianut didalam kriminologi
menunjukkan bentuk dari perkembangan kriminilogi itu sendiri,
adapun aliran tersebut adalah:20
1. Aliran Klasik, secara singkat aliran ini mengakui bahwa
manusia memiliki akal disertai dengan kehendak bebas
untuk menentukan pilihannya namun aliran ini berpendapat
bahwa kehendak bebas tersebut tidak terlepas dari
pengaruh lingkungan. Ciri-ciri dari aliran kriminologi klasik ini
antara lain:
a. Manusia dilahirkan dengan kehendak bebas untuk
menetukan pilihannya sendiri;
b. Manusia memiliki hak asasi di antaranya hak untuk
hidup, kebebasan serta memiliki kekayaan;
c. Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-
hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian
sosial antara yang diperintah dan yang memerintah;
19 Yesmil Anwar dan Adang, 2013, Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 13.
20 Ibid, hlm 39-56
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d. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian
dari hak asasinya kepada negara sepanjang
diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat
dan demi kepentingan sebagian terbesar dari
masyarakat;
e. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap
perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan
merupakan kejahatan moral;
f. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu
ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh
karena itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah
kejahatan di kemudian hari;
g. Setiap orang dianggap sama di muka hukum, oleh
karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan
sama.
4. Aliran Kartografik, aliran ini memperhatikan penyebaran
kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik
dan sosial. Menurut aliran ini yang dinamakan dengan
kejahatan adalah perwujudan dari kondisi sosial yang ada.
5. Aliran Sosialis, dalam aliran ini kejahatan dipandang sebagai
hasil, sebagai akibat atau sebagai akibat lainnya saja. Ajaran
ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi
ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat.
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6. Aliran Positif, secara singkat aliran ini berpegang pada
keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum
sebab-akibat. Aliran ini memiliki landasan berpikir:
a. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab-
akibat;
b. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan, dapat
diatasi dengan melakukan studi secara sistematis
mengenai tingkah laku manusia;
c. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi
abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini
terletak pada individu atau juga pada
lingkungannya;
d. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat
dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal;
e. Abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat
pun dapat diperbaiki;
f. Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan
penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah
menghukum melainkan memperlakukan atau
membina pelaku kejahatan.
7. Aliran Sosiologis, aliran ini berpendapat bahwa setiap
kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam
individu, masyarakat, dan keadaan fisik. Aliran ini juga
25
menganggap bahwa proses terjadinya tingkah laku jahat
tidaklah berbeda dengan tingkah laku lainnya, termasuk
tingkah laku yang baik.
B. Kejahatan
Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah
perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat misalnya
pembunuhan, pencurian, pemalsuan surat-surat, penyerobotan
yang dilakukan oleh manusia. Sebenarnya pengertian kejahatan
sampai sekarang belum terdapat batasan yang tepat.21 Beberapa
rumusan definisi kejahatan menurut para ahli sebagai berikut:
Enrico Ferri mendefinisikan bahwa kejahatan dapat
dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara
faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan
faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel
psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol
atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi
perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai,
fasilitas rekreasi, dan sebagainya.22
W.A. Bonger berpendapat bahwa kejahatan merupakan
perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari
21 Muhadar, 2006, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm 25.
22 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, Kriminologi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm
39-40.
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negara berupa pemberaian derita dan kemudian, sebagai reaksi-
reaksi terhadap rumusan hukum (legal defenition) mengenai
kejahatan.23
Sue Titus Reid mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu
tindakan sengaja (Omissi), dalam pengertian ini seseorang tidak
hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada
suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini,
kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai
kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak
dalam kasus tertentu.24
Howard Becker juga memberikan pendapat bahwa
kejahatan adalah perilaku yang menyimpang bukanlah suatu
kualitas tindakan melainkan akibat dari penerapan cap/label
terhadap perilaku tersebut.25
Richard Quiney menyatakan bahwa kejahatan adalah adalah
suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh alat-
alat berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis
terorganisasi, dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang
diciptakan.26
23 Yesmil Anwar dan Adang, 2013, Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 178.
24 Ibid, hlm 179.
25 Ibid, hlm 179.
26 Muhadar, Loc.cit. hlm 26.
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Thorstein Sellin mendefinisikan bahwa kejahatan adalah
pelanggaran norma-norma kelakuan yang tidak harus terkandung
di dalam hukum. Jadi singkatnya, kejahatan hanyalah suatu
penamaan saja.27
Emile Durkheim juga berpendapat bahwa kejahatan
merupakan suatu gejala yang normal di dalam setiap masyarakat
yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan oleh
karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai habis.28
Pandangan Korn dan Mc. Corkle, yang dikutip oleh J.E.
Sahetapy mengenai kejahatan bukan hanya sekedar gejala normal
di setiap masyarakat, melainkan suatu hal yang tak dapat dielakkan
sebagai tuntutan kompleks keadaan masyarakat dan kebebasan
individu.29
Marshall B dan Richard Quinney mengelompokkan
kejahatan dalam delapan tipe, yakni:30
1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi
bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan
dan pemerkosaan. Para pelanggar hukum tidak
menganggap diri mereka sebagai penjahat dan mereka
seringkali belum pernah melakukan kejahatan
27 Ibid, hlm 26.
28 Ibid, hlm 28.
29 Ibid, hlm 29.
30 Ibid, hlm 31.
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sebelumnya, melainkan keadaan tertentu yang memaksa
mereka melakukannya.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan
sewaktu-waktu, termasuk di dalamnya antara lain
pencurian kendaraan bermotor. Pelanggar hukum tidak
selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu
memberikan pembenaran atas kejahatannya.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan
kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh
orang yang berkedudukan tinggi. Pelanggar hukum tidak
memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan
pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari
pekerjaan sehari-hari juga karena perbuatannya
seringkali dapat ditoleransi oleh kawan-kawannya.
4. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase,
sabotase, dan sebagainya. Si pelanggar hukum
melakukannya apabila ia merasa bahwa perbuatan ilegal
itu sangat penting dalam mencapai perubahan yang
diinginkan dalam masyarakat. Walaupun perbuatan ini
memperoleh dukungan dari kelompoknya tetapi
masyarakat secara keseluruhan melakukan reaksi sosial
yang kuat apabila perbuatan itu dipandang sebagai
ancaman bagi masyarakat yang bersangkutan.
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5. Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum
memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka
terus menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai
penjahat.
6. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain
perampokan dan bentuk-bentuk pencurian termasuk di
dalamnya pencurian dengan kekerasan dan pemberatan
pelanggar hukum melakukannya sebagai suatu partmen
carier dan seringkali untuk menambahkan penghasilan
sah melalui kejahatan.
7. Kejahatan terorganisir yang meliputi antara lain
pemerasan, pelacuran dan perjudian. Pelaku dari eselon
memandang bahwa dirinya sebagai penjahat dan
mempunyai hubungan dengan kelompok penjahat
lainnya, juga terasing dari masyarakat luas, tetapi para
eselon diatasnya tidak berbeda dengan masyarakat lain
dan bahkan seringkali bertempat tinggal di lingkungan
pemukiman yang baik.
8. Kejahatan profesional  yang dilakukan sebagai satu cara
hidup seseorang. Mereka memandang dirinya sendiri
sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat lain serta
mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan.
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C. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Peristilahan mengenai tindak pidana hakikatnya merupakan
istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaarfeit dalam
bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk
menerjemahkan strafbaarfeit oleh sarjana-sarjana Indonesia antara
lain tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.31
Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri
digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian
kata strafbaarfeit, beberapa istilah yang digunakan dalam undang-
undang tersebut antara lain:32
1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum;
4. Hal yang diancam dengan hukum;
5. Tindak pidana.
31 Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, Cepat & Mudah Memahami
Hukum Pidana, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm 36.
32 Ibid, hlm 36-37.
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Menurut Tongat, penggunaan istilah tersebut pada
hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya
disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena
itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara
bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah
kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.33
Selain pendapat yang diberikan oleh Tongat, beberapa ahli
yang juga memberikan pandangannya mengenai peristilahan
strafbaarfeit diantaranya:34
Menurut Pompe strafbaarfeit secara teoritis dapat
merumuskan sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan
terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak
sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
Simons memberikan pandangannya mengenai strafbaarfeit
itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang
yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh
33 Ibid, hlm 37.
34 Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung,
hlm 97-98
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undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang
dapat dihukum.35
Van Hamel merumuskan strafbaarfeit itu sebagai “suatu
serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.36
Menurut E. Utrecht strafbaarfeit dengan istilah peristiwa
pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu
perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan
natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan
karena perbuatan atau melalaikan itu).37
Sementara pengertian tindak pidana ataupun strafbaarfeit
menurut para pakar antara lain adalah:38
Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu
tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh
undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan
dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung
jawab.
Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana
adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana,
terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu
35 Ibid, hlm 98.
36 Ibid, hlm 98.
37 Ibid, hlm 98.
38 Ibid, hlm 97.
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harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan
tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.39
Kanter dan Sianturi juga menyatakan bahwa tindak pidana
adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu,
yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh
undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan
dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).40
R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit merumuskan
atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun
juga beliau menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa
peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan
manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana
diadakan tindakan penghukuman.41
Vos merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan
strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana
oleh peraturan perundang-undangan.42
J.E. Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana ialah
perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang
39 Ibid, hlm 98.
40 Ibid, hlm 99.
41 Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 72-73.
42 Ibid, hlm 72.
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berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.43
Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu
adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman
pidana.44
H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh
di-hukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan
keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan
hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat
dipersalahkan.45
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Dalam hukum pidana dirumuskan beberapa unsur-unsur
untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana tentang perbuatan-
perbuatan yang dilarang atau tidak. Unsur-unsur didalam tersebut
menjadi suatu ciri khas terhadap perbuatan-perbuatan yang
dilarang itu, juga untuk memberikan batasan dengan perbuatan
lainnya. Unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana secara
teoritis menurut para ahli dan Undang-undang antara lain:46
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
43 Ibid, hlm 75.
44 Ibid, hlm 75.
45 Ibid, hlm 75.
46 Ibid, hlm 79.
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a. Perbuatan;
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
R. Tresna memberikan pandangannya mengenai unsur tindak
pidana, yaitu:47
a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia;
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;
c. Diadakan tindakan penghukuman.
Bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur:48
a. Kelakuan manusia;
b. Diancam dengan pidana;
c. Dalam peraturan perundang-undangan.
Batasan yang dibuat Jonkers, dapat dirinci unsur-unsur tindak
pidana yaitu:49
a. Perbuatan (yang);
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
d. Dipertanggungjawabkan.
47 Ibid, hlm 80.
48 Ibid, hlm 80.
49 Ibid, hlm 81.
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Batasan menurut Schravendijk mengenai unsur-unsur tindak
pidana adalah:50
a. Kelakuan (orang yang);
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
c. Diancam dengan hukuman;
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
e. Dipersalahkan/kesalahan.
Simons secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak
pidana, yakni:51
a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau
tidak berbuat atau membiarkan);
b. Diancam dengan pidana;
c. Melawan hukum;
d. Dilakukan dengan kesalahan;
e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak
pidana meliputi:52
a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
50 Ibid, hlm 81.
51 Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, Cepat & Mudah Memahami
Hukum Pidana, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm 39.
52 Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung,
hlm 99.
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b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh
undang-undang;
c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.
Unsur-unsur atau elemen tindak pidana secara teori
adalah:53
a. Kelakuan dan akibat;
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
d. Unsur melawan hukum yang objektif;
e. Unsur melawan hukum yang subjektif.
Unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang
adalah:54
a. Unsur tingkah laku;
b. Unsur melawan hukum;
c. Unsur kesalahan;
d. Unsur akibat konstitutif;
e. Unsur keadaan yang menyertai;
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
53 Moeljanto, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69.
54 Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 82.
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g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
i. Unsur objek hukum tindak pidana;
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.
D. Teori Penyebab Timbulnya Kejahatan
Menurut Kartini Kartono, beberapa penggolongan penyebab
timbulnya kejahatan yaitu:55
a. Teori Biologis, teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis
dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir.
Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat
membuahkan tingkah laku menyimpang dan
menimbulkan tingkah laku sosiopatik.
b. Teori Psikogenesis, teori ini mengatakan bahwa perilaku
kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri
kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi,
rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin,
emosi yang kontroversial, dan kecenderungan
psikopatologis, artinya pelaku jahat merupakan reaksi
terhadap masalah psikis.
55 Ende Hasbi Nassaruddin, 2015, Kriminologi, Pustaka Setia, Bandung, hlm 121.
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c. Teori Sosiogenesis, menurut teori ini penyebab tingkah
laku jahat murni adalah pengaruh struktur sosial yang
deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial,
atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat
dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi
sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak
terarahkan.
d. Teori Subkultural Delikuensi, teori ini beranggapan
bahwa perilaku jahat timbul karena sifat-sifat struktur
sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan
dan masyarakat yang dialami penjahat.
Sementara itu, Cesare Lambroso beranggapan
bahwa sebab-sebab kejahatan itu berasal dari ciri-ciri aspek
fisiknya, yaitu:56
a. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat;
b. Bakat jahat diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan
dari nenek moyang;
c. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis
tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal,
hidung pesek, dan lain-lain;
d. Bakat jahat tersebut tidak diubah, artinya bakat jahat
tersebut tidak dapat dipengaruhi.
56 Ibid, hlm 86.
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Quetelet dan A.M. Guery berpendapat bahwa segala
penyebab kejahatan sebagai ekspresi kondisi sosial
tertentu.57
Menurut Marx dan Engels menyatakan sebab
kejahatan adalah konsekuensi dari masyrakat kapitalis
akibat sistem ekonomi yang diwarnai dengan penindasan
terhadap kaum buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor
yang mendorong berbagai penyimpangan termasuk
kejahatan.58
Beccaria juga berpendapat bahwa seseorang
melakukan tindakan atau perbuatan berdasarkan
pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya.
Pelaku memiliki kehendak bebas dengan konsekuensi yang
telah dikalkulasikan sendiri.59
Dionysios Spinellis berpendapat bahwa perilaku jahat
bisa timbul karena pengaruh sosial, politik, dan banyak hal
lain, misalnya seseorang dianggap jahat karena dia tidak
menaati aturan tertentu, atau dia dianggap jahat karena
perbuatannya tidak menyenangkan golongan tertentu.60
57 Yesmil Anwar dan Adang, 2013, Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 29.
58 Ibid, hlm 29.
59 Ibid, hlm 28.
60 Ibid, hlm 186.
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Terdapat teori-teori penyebab terjadinya kejahatan
dari perspektif sosiologis, yang dapat dikelompokkan
menjadi tiga kategori, yaitu:61
a. Anomie, salah satu pakar yang turut mengembangkan
teori ini adalah Emile Durkheim. Durkheim menekankan
pada “normlessness, lessens social control” yang berarti
mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial
yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan
moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan
diri. Teori ini juga dipandang sebagai kondisi yang
mendorong sifat individualitas.
b. Teori penyimpangan budaya, teori ini memusatkan
perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (social
forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas
kriminal. Juga memandang kejahatan sebagai
seperangkat nilai-nilai yang khas pada kelas bawah.
Proses penyesuai diri dengan sistem kelas bawah yang
menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh
menyebabkan benturan dengan hukum-hukum yang ada
di masyarakat. Teori penyimpangan budaya ini kemudian
terbagi lagi kedalam tiga kelompok, yakni:62
1. Social Disorganization Theory
61 A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 45.




c. Teori kontrol sosial, teori ini merujuk pada setiap
perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah
laku manusia. Pengendalian teori kontrol sosial merujuk
kepada pembahasan deliquency dan kejahatan yang
dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat
sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan
kelompok dominan. Ivan F. Nye berpendapat bahwa
sebagian kasus deliquency disebabkan gabungan antara
hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.
Empat tipe kontrol sosial menurutnya adalah:63
1. Direct control which come from discipline,
restrictions, punishment.
2. Internalized control which is the inner control
from conscience.
3. Indirect control which is exerted by not wanting
to hurt or go against the wishes of parents or
other individuals whom the person identifies.
4. The availability of alternative means to goals
and values.
63 Ibid, hlm 64.
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E. Tindak Pidana Ekonomi
1. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi
Di satu pihak ada yang mengatakan bahwa hukum pidana
ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang bercorak ekonomi
yang meliputi economic crime, bussines crime, white collar crime
dan socio economic crime. Lalu di pihak lain ada yang
mendefinisikan sebagai setiap perbuatan pelanggaran atas
kebijakan negara di bidang ekonomi yang dituangkan dalam
peraturan hukum ekonomi yang memuat ketentuan pidana
terhadap pelanggarannya.64
Sunarjati Hartono mengemukakan bahwa economic crime
lebih luas dari bussines crime, karena kerugian yang ditimbulkan
bukan saja secara ekonomi tetapi juga secara sosial bahkan bisa
berdampak politik.65
Dengan mengutip Finn dan Allan Hoffman, Sunarjati Hartono
kemudian mensinyalir bahwa perkembangan kejahatan di bidang
ekonomi sudah mengarah kepada apa yang disebut dengan white
collar crime.66
Clarke mengungkapkan dan menyebutkan dua wajah khas
dari suatu bussines crime. Yaitu pertama, suatu keadaan legitimatif
64 Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 37.
65 Ibid, hlm 34.
66 Ibid, hlm 35.
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untuk melaksanakan kegiatannya yang bersifat eksploitasi. Dan
kedua, suatu akibat khas ialah sifat kontestabiliti dari kegiatannya
dalam arti kegiatan yang dipandang ilegal menurut undang-undang
masih dapat diperdebatkan oleh para pelakunya.67
Moch. Anwar mengartikan hukum pidana ekonomi sebagai
sekumpulan peraturan bidang ekonomi yang memuat ketentuan-
ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan atau larangan, yang
diancam dengan hukuman.68
Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian kejahatan
ekonomi sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan
perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan di bidang
keuangan serta mempunyai sanksi pidana.69
Andi Hamzah lebih mempersempit pengertiannya dengan
memberi istilah perundang-undangan pidana khusus bagi semua
perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan
pidana, dan perundang-undangan pidana umum bagi ketentuan
yang tercantum dalam KUHP. Maka kejahatan ekonomi dapat
dikategorikan ke dalam hukum pidana khusus.70
Dapat digambarkan bahwa secara limitatif tindak pidana
ekonomi dapat dikelompokkan dalam arti sempit dan dalam arti
67 Ibid, hlm 35.
68 Ibid, hlm 32.
69 Ibid, hlm 33.
70 Ibid, hlm 32.
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luas. Tindak pidana ekonomi dalam arti sempit terbatas pada
ketentuan Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1955 terutama yang
disebut dalam Pasal 2 yaitu:
1. Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1 c
adalah kejahatan atau pelanggaran, sekadar tindak itu
menurut ketentuan dalam undang-undang yang
bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran.
Tindak pidana ekonomi yang lainnya, yang tersebut
dalam pasal 1 sub 1 e adalah kejahatan, apabila tindak
itu dilakukan dengan sengaja. Jika tindak itu tidak
dilakukan dengan sengaja, maka tindak itu adalah
pelanggaran.
2. Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 2 e
adalah kejahatan.
3. Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3 e
adalah kejahatan, apabila tindak pidana itu
mengandung anasir sengaja; jika tindak itu tidak
mengandung anasir sengaja, tindak pidana itu adalah
pelanggaran; satu dengan lainnya, jika dengan undang-
undang itu tidak ditentukan lain.
Sedangkan pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti
luas adalah tindak pidana yang selain dalam arti sempit, mencakup
pula tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar yang
termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 drt 1955.71
Istilah tindak pidana ekonomi yang dikenal di Indonesia
apabila dilihat dari substansi Undang-Undang Nomor 7 drt 1955
tampak lebih dekat atau dapat dimasukkan ke dalam istilah
economic crimes dalam arti sempit. Hal ini disebabkan undang-
undang tersebut secara substansial hanya memuat ketentuan-
71 Ibid, hlm 33.
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ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi
secara menyeluruh.
2. Karakteristik Tindak Pidana Ekonomi
Sampai detik ini tidak ditemukan teori yang dapat
menjelaskan pengertian maupun arti definisi tindak pidana ekonomi
yang dapat memuaskan semua pihak. Termasuk juga bagaimana
dan apa ciri-ciri maupun tipe-tipe dari tindak pidana ekonomi yang
biasanya juga diartikan sebagai economic crime. Untuk sementara
sebagai acuan oleh Edmund Kithch dikemukakan tiga karakteristik,
yaitu sebagai berikut:72
1. Pelaku menggunakan modus operandi kegiatan ekonomi
pada umumnya.
2. Tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-
pengusaha yang sukses.
3. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang
memerlukan penanganan dan pengendalian secara khusus
dari aparat penegak hukum
Sedangkan tipe tindak pidana ekonomi menurut Ensiklopedi
Crime and Justice dibedakan dalam tiga tipe tindak pidana
ekonomi, yaitu:
72 Moh. Hatta, 2016, Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian; Titik Singgung Perkara Pidana





Property crime memiliki pengertian yang lebih luas dari
pengertian pencurian yang disebut dalam Pasal 362 KUH Pidana.
Property Crime meliputi objek yang dikuasai perorangan maupun
objek yang dikuasai negara. Sebagai contoh di Amerika dikenal
adanya integrated the offence yang meliputi tindakan-tindakan:73
1. Tindakan pemalsuan (forgery);
2. Tindakan penipuan yang merusak (the fraudulent
destruction);
3. Tindakan memindahkan atau menyembunyikan
instrumen yang tercatat (removal or concealment of
recordable instrument);
4. Tindakan mengeluarkan cek kosong (passing bed
check);
5. Menggunakan kartu kredit yang diperoleh dari kartu
kredit hasil pencurian atau kartu kredit yang
ditangguhkan;
6. Praktek usaha curang (deceptive bussines practices);
7. Tindakan penyuapan dalam usaha (commercial
bribery);
73 Ibid, hlm 91.
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8. Tindakan perolehan atau pemilikan sesuai dengan cara
tidak jujur atau curang (the rigging of content);
9. Tindakan penipuan terhadap kreditur yang beritikad
baik;
10. Pernyataan bangkrut dengan tujuan penipuan;
11. Perolehan deposito dari lembaga keuangan yang
sedang pailit;
12. Penyalahgunaan aset yang sedang dikuasai;
13. Melindungi dokumen dari penyitaan dengan cara yang
curang.
Muladi mengatakan tipologi tindak pidana ekonomi dapat
dibedakan atas tujuannya pengaturan dan motivasi dilakukannya.
Bila menurut tujuannya pengaturan, yaitu:74
1. Peraturan yang berusaha mencampuri ekonomi pasar
seperti pengendalian harga, peraturan ekspor impor/
devisa;
2. Peraturan yang berusaha menjaga agar kompetensi
bisnis dilakukan dengan jujur dan efektif;
3. Peraturan fiskal seperti manipulasi pajak, bea cukai;
4. Peraturan korupsi dan suap menyuap;
Bila menurut motivasi dilakukannya, yakni:75
74 Ibid, hlm 92.
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1. Kejahatan yang bersifat individual seperti pemalsuan
kartu kredit dan pajak pribadi.
2. Kejahatan di lingkungan okupasi yang melanggar
kewajiban dan kepercayaan baik di lingkungan bisnis
pemerintahan maupun lembaga lain seperti kejahatan
perbankan, manipulasi/biaya perjalanan.
3. Kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan
bisnis sekalipun tidak bersifat sentral seperti manipulasi
pajak, kejahatan obat dan makanan, korupsi dan kolusi.
4. Kejahatan di lingkungan bisnis yang bersifat sentral
seperti penipuan asuransi dan iklan/adpertensi palsu.
F. Tindak Pidana Ekonomi di Bidang Hak Kekayaan Intelektual
Hak kekayaan intelektual atau HaKI pada umumnya
berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi
yang memiliki nilai komersial. HaKI adalah kekayaan pribadi yang
dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk
kekayaan lainnya.76
Eric H. Smith menegaskan bahwa manfaat HaKI sangat erat
kaitannya dengan ekonomi dan investasi. Menurutnya,
75 Ibid, hlm 92.
76 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2011, Hak Kekayaan
Intelektual; Suatu Pengantar, PT Alumni, Bandung, hlm 3.
50
pelaksanaan HaKI yang baik akan membawa manfaat bagi sebuah
negara karena beberapa alasan berikut, diantaranya yaitu:77
a. HaKI mempercepat terjadinya penanaman modal ke
sebuah negara baik domestik maupun asing.
b. HaKI meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik
suatu negara.
Abdulkadir Muhammad memberikan beberapa item yang
mewakili gagasannya dalam memberikan penjelasan mengenai
masalah arti penting HaKI itu sendiri. Menurutnya, HaKI dapat
diinterpretasikan sebagai sebuah bukti penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi.78
W.R. Cornish mempertegas kedudukan kekayaan intelektual
sebagai sebuah aset yang penting sehingga perlu dijaga agar tidak
terjadi pelanggaran untuk yang ke sekian kalinya.79
WIPO sebagai organisasi internasional yang mengurusi
bidang ini memakai istilah HaKI dengan sebutan intellectual
property yang mempunyai pengertian luas dan mencakup antara
lain karya kesusasteraan, artistik, maupun ilmu pengetahuan, dan
77 Ibid, hlm 79.
78 Arif Lutviansari, 2010, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta,
hlm 43.
79 Ibid, hlm 43.
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lain-lain yang dianggap lebih luas daripada istilah yang lain
tersebut.80
Hak kekayaan intelektual dapat dikaji melalui berbagai
perspektif. Hak kekayaan intelektual dapat dikaji melalui perspektif
ekonomi, politik, dan perspektif hukum. Dari aspek ekonomi
menampilkan kajian bahwa hak kekayaan intelektual adalah objek
kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar
kebutuhan ekonomis manusia. Dari aspek politik, negara-negara
maju memengaruhi negara-negara berkembang setelah isu tentang
hak kekayaan intelektual dimasukkan menjadi isu pokok di dalam
World Trade Organization (WTO) yang melahirkan The Agreement
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs
Agreement).81
Hukum kekayaan intelektual Indonesia sendiri bukanlah
sistem hukum tunggal dalam arti berdiri sendiri. Hukum hak
kekayaan intelektual Indonesia memiliki interaksi atau interseksi
atau hubungan atau keterkaitan dengan bidang hukum lain dalam
negara Indonesia, salah satunya dengan hukum pidana. Dalam
kaitannya dengan hukum pidana, semua peraturan perundang-
undangan dalam bidang hak kekayaan intelektual, memuat sanksi
pidana dan tentu saja tidak merujuk pada ketentuan hukum pidana
80 Ibid, hlm 51.
81 OK. Saidin, 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 1.
52
materiil dalam menentukan ada atau tidak peristiwa pidana dalam
kasus-kasus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan tentang HaKI tersebut. Ukuran untuk adanya peristiwa
pidana, harus terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektifnya.82
Saat ini di Indonesia, seperangkat aturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai HaKI yakni:83
a. Hak Cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014
b. Paten diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016
c. Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001
d. Perlindungan varietas baru tanaman diatur dalam UU
No. 29 Tahun 2000
e. Rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000
f. Desain industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000
g. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam UU No. 32
Tahun 2000
1. Hak Cipta
Hak Cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat
pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang,
badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas
kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari “olah pikir” dan “olah hati”.
82 Ibid, hlm 44-45.
83 Ibid, hlm 19-20.
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Atau dalam terminologi antropologi, hak yang lahir dari cipta, karsa,
dan rasa manusia. Oleh karena itu, hak cipta haruslah benar-benar
lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada di luar aktivitas
atau di luar hasil kreativitas manusia.84
Hak Cipta juga merupakan hak kebendaan yang bernilai
moral maupun ekonomis. Sehingga jika suatu ciptaan tidak dikelola
secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, maka
hal itu dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta
dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang
melanggarnya.85
Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah:
“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) UU No.
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah:
“Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan,
dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
84 Ibid, hlm 191.
85 Widyo Pramono, 2013, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, PT Alumni, Bandung,
hlm 69.
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c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan
dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan
pantomim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar,
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;




n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,
adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil
transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau
modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang
dapat dibaca dengan program komputer maupun media
lainnya;
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi
tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video;
s. Program Komputer.”
Adapun hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta menurut
Pasal 41 UU No. 28 tahun 2014 meliputi:
a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip,
temuan atau data walaupun telah diungkapkan,
dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan
dalam sebuah ciptaan; dan
c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk
menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya
hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
Ketentuan pidana yang diatur menurut UU No. 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta adalah:
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a. Pasal 112: “Setiap orang yang dengan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan
secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
b. Pasal 113 ayat (1): “Setiap orang yang dengan tanpa hak
melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk
penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).”
c. Pasal 113 ayat (2): “Setiap orang yang dengan tanpa hak
dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c,
huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan
secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
d. Pasal 113 ayat (3): “Setiap orang yang dengan tanpa hak
dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan
secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
e. Pasal 113 ayat (4): “Setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan
dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar
rupiah).”
f. Pasal 114: “Setiap orang yang mengelola tempat
perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan
sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau
penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta
dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang
dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
g. Pasal 115: “Setiap orang yang tanpa persetujuan dari
orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan
penggunaan secara komersial, penggandaan,
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pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas
potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk
kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan
secara komersial baik dalam media elektronik maupun
non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
h. Pasal 116 ayat (1): “Setiap orang yang dengan tanpa hak
melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk
penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta
rupiah).”
i. Pasal 116 ayat (2): “Setiap orang yang dengan tanpa hak
melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau
huruf f, untuk penggunaan secara komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).”
j. Pasal 116 ayat (3): “Setiap orang yang dengan tanpa hak
melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf
d untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).”
k. Pasal 116 ayat (4): “Setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan
dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah).”
l. Pasal 117 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja
dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c
untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus
juta rupiah).”
m. Pasal 117 ayat (2): “Setiap orang yang dengan sengaja
dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a,
huruf b, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara
komersial, dipidana dengan dengan pidana penjara
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paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
n. Pasal 117 ayat (3): “Setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan
dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah).”
o. Pasal 118 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja
dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan
secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
p. Pasal 118 ayat (2): “Setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d
yang dilakukan dengan maksud pembajakan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
q. Pasal 119: “Setiap lembaga manajemen kolektif yang
tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan
kegiatan penarikan royalti dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).”
r. Pasal 120: “Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud
dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.”
2. Hak Merek
Hak Merek adalah adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum
merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri
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merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk
menggunakannya.86
Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H. memberikan rumusan
bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda
tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain
yang sejenis.87
Drs. Iur Soeryatin mengemukakan rumusannya dengan
meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu: suatu merek
dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari
barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan
dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan
terhadap mutunya.88
Definisi merek menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun
2001 Tentang Merek adalah:
“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan
dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”
Ruang lingkup merek sebagaimana diatur menurut Pasal 2
UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah:
86 Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, 2016, Hukum Bisnis; Beberapa Aturan untuk Para
Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi
Penyimpangan Usaha, PT Buku Seru, Jakarta, hlm 143.
87 OK. Saidin, 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 455.
88 Ibid, hlm 456.
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“Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa”
Menurut Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek,
merek yang tidak dapat didaftarkan adalah:
“Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut
mengandung salah satu unsur dibawah ini:
a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau
ketertiban umum;
b. Tidak memiliki daya pembeda;
c. Telah menjadi milik umum; atau
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang
atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”
Menurut Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek,
permohonan merek yang harus ditolak adalah:
1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila
merek tersebut:
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang
sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau
jasa yang sejenis;
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal
milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang
sudah dikenal.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang
tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang
akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal
apabila merek tersebut:
a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal,
foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain,
kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
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b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau
singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau
emblem negara atau lembaga nasional maupun
internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari
pihak yang berwenang;
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap
atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau
lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis
dari pihak yang berwenang.
Ketentuan Pidana yang diatur menurut UU No. 15 Tahun
2001 Tentang Merek, adalah:
a. Pasal 90: “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak
menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya
dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang
dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
b. Pasal 91: “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak
menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan
merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau
jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah).”
c. Pasal 92 ayat (1): “Barangsiapa dengan sengaja dan
tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada
keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain
untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang
yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
d. Pasal 92 ayat (2): “Barangsiapa dengan sengaja dan
tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya
dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang
yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah).”
e. Pasal 92 ayat (3): “Terhadap pencantuman asal
sebenarnya pada barang yang merupakan hasil
pelanggaran ataupun pencantuman kata yang
menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan
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dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan
indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).”
f. Pasal 93: “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak
menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan
indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat
memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai
asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus
juta rupiah).”
g. Pasal 94 ayat (1): “Barangsiapa memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui
bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90,
Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).”
h. Pasal 94 ayat (2): “Tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelanggaran.”
i. Pasal 95: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94
merupakan delik aduan.”
Ketentuan pidana berdasarkan KUH Pidana pada Bab XI
tentang Pemalsuan Materai dan Merek:
Diancam dengan pidana penjara paling lama enam
tahun:
a. Pasal 254 ayat (1): “Barangsiapa membubuhi barang-
barang emas atau perak dengan merek Negara yang
dipalsukan, atau dengan tanda keahlian menurut
undang-undang yang dipalsukan atau memalsu merek
atau tanda yang asli dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah merek
atau tanda itu asli dan tidak dipalsu.”
b. Pasal 254 ayat (2): “Barangsiapa dengan maksud yang
sama membubuhi barang-barang tersebut dengan merek
atau tanda, dengan menggunakan cap yang asli secara
melawan hukum.”
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c. Pasal 254 ayat (3): “Barangsiapa memberi, menambah,
atau memindah merek Negara yang asli atau tanda
keahlian menurut undang-undang yang asli pada barang
emas atau perak yang lain daripada yang semula
dibubuhi merek atau tanda itu, dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu
seolah-olah merek atau tanda dari semula sudah
dibubuhkan pada barang itu.”
Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun:
d. Pasal 256 ayat (1): “Barangsiapa membubuhi merek lain
daripada yang tersebut dalam Pasal 254 dan 255, yang
menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh
dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu
pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai
barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak dipalsu.”
e. Pasal 256 ayat (2): “Barangsiapa yang dengan maksud
yang sama membubuhi merek pada barang atau
bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara
melawan hukum.”
f. Pasal 256 ayat (3): “Barangsiapa memakai merek yang
asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek itu
bukan untuk barang atau bungkusnya itu, dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai barang itu seolah-olah merek tersebut
ditentukan untuk barang itu.”
g. Pasal 257: “Barangsiapa dengan sengaja memakai,
menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai
persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia,
materai, tanda atau merek yang tidak asli, dipalsu atau
dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda
dimana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum
seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak
dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum,
ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada
benda-benda itu, diancam dengan pidana penjara sama
dengan yang ditentukan dalam pasal 253-256, menurut
perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu.”
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G. Upaya Penanggulangan Kejahatan
Penanggulangan kejahatan empirik terbagi tiga bagian
pokok, yaitu:89
1. Pre-Emtif
Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan
oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak
pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-
nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma
tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada
kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak
akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat
menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
2. Preventif
Upaya-upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya
pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk
dilakukannya kejahatan.
89 .S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 79-80
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3. Represif
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana
atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum





Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus di Klub Sepakbola
Sriwijaya FC. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Klub
Sepakbola Sriwijaya FC adalah karena manajemen Klub Sepakbola
Sriwijaya FC serius menangani permasalahan pembajakan
merchandise yang semakin hari semakin meningkat.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan pada penilitian ini adalah:
1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dengan
mengadakan pengamatan serta melakukan wawancara
dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan
objek penelitian.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui
studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur,
artikel, serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku berkaitan dengan penelitian ini.
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C. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada
penelitian ini adalah:
1. Penelitian Pustaka (library research), yaitu memperoleh
data melalui berbagai literatur yakni buku, koran, jurnal
ilmiah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek
penelitian.
2. Penelitian Lapangan (field research), yaitu pengumpulan
data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek
yang diteliti. Dalam hal ini melakukan wawancara
dengan para pihak yang terkait guna memperoleh data
yang akurat.
D. Analisis Data
Keseluruhan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian
baik dari data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu,
selanjutnya dianalisis secara normatif kualitatif. Kemudian data
tersebut dituliskan secara deskriptif guna memberikan gambaran
yang jelas dan konkrit dari hasil penelitian penulis nantinya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di
Indonesia dan secara geografis terletak antara 2o 52′ sampai 3o 5′
Lintang Selatan dan 104o 37′ sampai 104o 52′ Bujur Timur.Secara
administrasi wilayah Kota Palembang berbatasan dengan wilayah
sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyu
Asin
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyu
Asin
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyu
Asin
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara
Enim.
Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km2 yang
secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan.
Kota Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan.90
90 http://www.palembang.go.id/35/geografis-kota-palembang
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Palembang juga merupakan Kota yang menjadi pusat
pemerintahan Kerajaan Sriwijaya pada masanya. Selain terkenal
dengan objek wisata seperti Jembatan Ampera, Sungai Musi,
hingga Benteng Kuto Besak, Palembang menjadikan Jakabaring
Sport City atau yang biasa disebut dengan Kompleks Olahraga
Jakabaring, sebagai salah satu opsi destinasi ketika datang ke
Palembang.
Kompleks Olahraga Jakabaring pada awalnya dibangun
sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga
Nasional (PON) ke-XVI pada tahun 2004 di Kota Palembang.
Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2011 sekali lagi Palembang
menjadi tuan rumah pesta olahraga namun dengan skala terbesar
se-Asia Tenggara, yakni SEA Games XXVI 2011. Pada tahun
2018, Kompleks Olahraga Jakabaring juga menjadi tempat
perhelatan dari Asian Games 2018.
Selain dipergunakan pada beberapa perhelatan olahraga
baik skala nasional maupun skala internasional, Kompleks
Olahraga Jakabaring juga menjadi markas dari tim sepakbola
kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan, yakni Sriwijaya FC.
Stadion Jakabaring yang merupakan salah satu dari beberapa
stadion terbaik di Indonesia, digunakan Sriwijaya FC sebagai
tempat latihan maupun tempat melangsungkan laga kandang untuk
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menghadapi lawan-lawannya baik saat mengikuti kompetisi Liga
Indonesia ataupun kompetisi antar negara-negara Asia.
Selain memiliki stadion sepakbola yang bertaraf
internasional, pada tahun 2018 Kota Palembang juga akan menjadi
salah satu tuan rumah penyelenggaraan kompetisi balap motor
terbesar di dunia, yaitu Moto GP. Letak dari Sirkuit Jakabaring ini
juga berada pada Kompleks Olahraga Jakabaring. Dengan adanya
kompetisi Moto GP yang dilaksanakan di tahun 2018, maka akan
semakin membuka ruang bagi wisatawan lokal maupun
mancanegara untuk datang ke Indonesia khususnya Kota
Palembang bukan hanya sekedar untuk berlibur, namun juga dapat
menikmati berbagai penyelenggaraan pertarungan menarik di
dalam arena olahraga yang berada pada Kompleks Olahraga
Jakabaring.
B. Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan Pembajakan
Merchandise Klub Sepakbola Sriwijaya FC
Merchandise atau lebih dikenal dengan sebutan pernak-
pernik olahraga, merupakan suatu karya atau produk yang
dihasilkan oleh setiap klub sepakbola yang pada umumnya
digunakan sebagai alat promosi dari sebuah klub ataupun untuk
dijual dan memperoleh keuntungan. Setiap klub memiliki
kreatifitasnya masing-masing dalam membuat atau memasarkan
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merchandisenya sehingga dapat menarik minat dari pembeli,
walaupun pembeli itu bukan pendukung dari klub tersebut.
Sriwijaya FC adalah salah satu klub sepakbola yang turut
mengeluarkan merchandisenya dengan hasil karya ciptaannya
seperti seragam bertanding, jaket, baju kaos, boneka, tas, jam
dinding, syal, topi dan lain-lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:
“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Merchandise sendiri termasuk salah satu karya ciptaan yang
dilindungi oleh Undang-Undang, hal ini sesuai dengan yang diatur
dalam Pasal 40 ayat (1) butir F Undang-Undang No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta:
“Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
F. Karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran,
kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase”
Walapun hak cipta atas suatu ciptaan dapat timbul secara
otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan, namun dengan
mendaftarkan hak cipta menjadi hal yang penting apabila terjadi
sengketa terkait pelanggaran hak cipta. Bukan tidak mungkin di
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kemudian hari ada pihak lain yang juga mengklaim memiliki hak
eksklusif atas ciptaan tersebut. Maka dengan pendaftaran suatu
ciptaan menjadi alat bukti yang kuat  di persidangan yang juga
sekaligus menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan
siapa pemegang hak cipta yang sah.
Sriwijaya FC sebagai bentuk keseriusannya dalam menjaga
hak eksklusif atas ciptaannya telah mendaftarkan logo dan
mereknya terhitung tanggal 8 Maret 2012ke Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dengan sertifikat atas nama
“Sriwijaya FC” dan dengan nomor registrasi pendaftaran
IDM000403040 dibawah naungan dari pengelola PT. Sriwijaya
Optimis Mandiri (PT. SOM), yang dimana masa berlaku dari
pendaftaran ini adalah selama 10 tahun dan dapat diperpanjang
masa berlakunya. Adapun jenis jenis ciptaan yang dilindungi hak
ciptanya adalah baju, syal, tas, dan lain-lain. Logo Sriwijaya FC
juga telah didaftarkan secara resmi, dengan gambar.
Dengan didaftarkannya Sriwijaya FC di Dirjen HKI,
diharapkan dapat menambah keuntungan secara finansial bagi
manajemen dari Sriwijaya FC dari sisi merchandise. Setelah
didaftarkan juga, maka penggunaan logo dan merek dari Sriwijaya
FC tidak dapat sembarangan, dan harus mendapatkan izin ataupun
membayar royalti kepada pihak PT. SOM selaku pengelola dari
klub Sriwijaya FC. Apabila terdapat pihak yang terbukti membajak
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hasil karya ciptaan ataupun menggunakan logo dari Sriwijaya FC
tanpa seizin dari manajemen dari Sriwijaya FC maka dapat dijerat
hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pihak yang berwenang melakukan penyidikan terkait
perlindungan hak cipta dan/atau hak terkait di dalamnya adalah
pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan kementrian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.
Namun, satu hal yang harus digaris bawahi dalam tindak
pidana kejahatan pembajakan merchandise klub sepakbola
Sriwijaya FC ini merupakan delik aduan, sehingga baru akan
ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib ketika ada laporan dari
pihak manajemen Sriwijaya FC terkait pembajakan merchandise
milik dari Sriwijaya FC. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang terkait hak cipta, hak merek, dan/atau hak lain yang
terkandung di dalamnya, yaitu:
Pasal 120 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:
“Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
Undang ini merupakan delik aduan”.
Pasal 95 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Hak Merek:
“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91,
Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.”
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1 254 ayat (1) 6 Tahun Perbuatan membubuhi barang-
barang emas atau perak dengan
merek Negara yang dipalsukan,
atau dengan tanda keahlian
menurut undang-undang yang
dipalsukan atau memalsu merek
atau tanda yang asli dengan
maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memakai
seolah-olah merek atau tanda itu
asli dan tidak dipalsu.
2 254 ayat (2) 6 Tahun Perbuatan dengan maksud yang
sama membubuhi barang-barang
tersebut dengan merek atau tanda,
dengan menggunakan cap yang asli
secara melawan hukum.
3 254 ayat (3) 6 Tahun Perbuatan memberi, menambah,
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atau memindah merek Negara yang
asli atau tanda keahlian menurut
undang-undang yang asli pada
barang emas atau perak yang lain
daripada yang semula dibubuhi
merek atau tanda itu, dengan
maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memakai
barang itu seolah-olah merek atau
tanda dari semula sudah
dibubuhkan pada barang itu.
4 256 ayat (1) 3 Tahun Perbuatan membubuhi merek lain
daripada yang tersebut dalam Pasal
254 dan 255, yang menurut
ketentuan undang-undang harus
atau boleh dibubuhi pada barang
atau bungkusnya secara palsu pada
barang atau bungkus tersebut,
dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang lain memakai
barang itu seolah-olah mereknya
asli dan tidak dipalsu.
5 256 ayat (2) 3 Tahun Perbuatan yang dengan maksud
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yang sama membubuhi merek pada
barang atau bungkusnya dengan
memakai cap yang asli secara
melawan hukum.
6 256 ayat (3) 3 Tahun Perbuatan memakai merek yang
asli untuk barang atau bungkusnya,
padahal merek itu bukan untuk
barang atau bungkusnya itu,
dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang lain memakai
barang itu seolah-olah merek
tersebut ditentukan untuk barang
itu.
7 256 ayat (4) 3 Tahun Perbuatan dengan sengaja
memakai, menjual, menawarkan,
menyerahkan, mempunyai
persediaan untuk dijual, atau
memasukkan ke Indonesia, materai,
tanda atau merek yang tidak asli,
dipalsu atau dibikin secara melawan
hukum, ataupun benda-benda
dimana merek itu dibubuhkannya
secara melawan hukum seolah-olah
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meterai, tanda atau merek itu asli,
tidak dipalsu dan tidak dibikin
secara melawan hukum, ataupun
tidak dibubuhkan secara melawan
hukum pada benda-benda itu.
















dengan tanpa hak dan/atau
















memenuhi unsur Pasal 113
ayat (3) yang dilakukan
dalam bentuk pembajakan.



















1 90 5 Tahun Rp.
1.000.000.000,00
Perbuatan dengan sengaja dan
tanpa hak menggunakan merek
yang sama pada
keseluruhannya dengan merek
terdaftar milik pihak lain untuk
barang dan/atau jasa sejenis
yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan
2 91 4 Tahun Rp. 800.000.000,00 Perbuatan dengan sengaja dan
tanpa hak menggunakan merek
yang sama pada pokoknya
dengan merek terdaftar milik
pihak lain untuk barang dan/atau
jasa sejenis yang diproduksi
dan/atau diperdagangkan.
3 93 4 Tahun Rp.800.000.000,00 Perbuatan dengan sengaja dan
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tanpa hak menggunakan tanda
yang dilindungi berdasarkan










Rp. 200.000.000,00 Perbuatan memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang
diketahui atau patut diketahui
bahwa barang dan/atau jasa
tersebut merupakan hasil
pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90, Pasal
91, Pasal 92, dan Pasal 93.
C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembajakan
Merchandise Klub Sepakbola Sriwijaya FC
Berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan terkait perlindungan hak cipta, hak merek, dan/atau hak
yang terkait di dalamnya adalah wajib untuk dilindungi oleh
pemerintah. Namun pada kenyataannya, masih marak terjadi
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pelanggaran hak cipta, hak merek, dan/atau hak yang terkait di
dalamnya, khususnya pada pembajakan merchandise klub
sepakbola Sriwijaya FC. Ada beberapa faktor yang menyebabkan
terjadinya pembajakan merchandise klub sepakbola Sriwijaya FC
menurut manajemen PT. SOM selaku pengelola dari klub
sepakbola Sriwijaya FC dan Kasat Reskrim Polresta Palembang,
yaitu:
1. Biaya produksi yang murah, karena apabila mengajukan
permohonan  izin kepada PT. SOM selaku pengelola klub
sepakbola Sriwijaya FC, maka akan dikenakan royalti atas
merchandise yang di produksi.
2. Memperoleh keuntungan yang lebih banyak, karena pada
saat memproduksi merchandise menggunakan bahan
material yang tidak sesuai standar dari merchandise yang
original.
3. Tidak ada kesadaran tentang aturan yang berlaku, hanya
mencari keuntungan semata tanpa memerhatikan atau
mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
4. Peminat yang lebih banyak, dengan biaya produksi yang
relatif lebih murah karena tidak sesuai dengan standar
merchandise original, maka para pedagang dapat menjual
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dengan harga yang jauh berbeda dari harga yang original
sehingga peminat dari merchandise bajakan ini sangat
tinggi.
Berikut adalah jumlah pedagang yang menjual merchandise
bajakan dari Sriwijaya FC:




Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen Sriwijaya
FC, tabel diatas diperoleh jumlah pedagang setiap tahunnya
meningkat, pada tahun 2014 berjumlah 12 orang, 2015
berjumlah 14 orang, dan pada tahun 2016 berjumlah 16
orang.
Adapun faktor penyebab pedagang menjual
merchandise bajakan dari Sriwijaya FC utamanya karena
keuntungan yang besar. Salah seorang pedagang yang tidak
mau disebutkan namanya mengaku:
“Saya awalnya hanya menjadikan penjualan merchandise
KW ini sebagai sampingan, tapi karena keuntungan yang
besar akhirnya menjadi usaha tetap. Dan hingga kini telah
menjual puluhan ribu.”
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Selain itu, faktor penyebab lainnya adalah karena
kesulitan mencari produk yang original, khususnya jersey.
Seorang pedagang lain yang juga tidak mau disebutkan
identitasnya akhirnya berinisiatif menjajakan jersey KW,
menurut pengakuannya:
“Pada awalnya cukup sulit mencari jersey original,
khususnya sejak Sriwijaya FC di sponsori oleh apparel
Joma. Namun karena ingin menambah pernak-pernik &
atribut dari Sriwijaya FC, akhirnya memutuskan untuk
berjualan seperti ini.”
Dilanjutkan olehnya faktor harga produksi dan harga
jual yang jauh di bawah harga merchandise original juga
berpengaruh signifikan yang menjadikan minat masyarakat
tetap tinggi. Sehingga seorang pedagang yang tadi
melanjutkan bahwa:
“Saya menjual jersey fullset KW dengan harga Rp
150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan
harga yang jersey fullset original mencapai Rp 500.000,00
(Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan harga yang jauh berbeda
seperti ini, peminatnya sangat tinggi dengan telah menjual
hingga hampir 2000 (dua ribu) jersey yang telah terjual baik
secara langsung ataupun online.”
Pedagang merchandise lainnya pun mengklaim
bahwa dengan dirinya berjualan seperti ini, juga turut
membantu dalam mempromosikan Sriwijaya FC:
83
“Sebenarnya juga seperti kami ini membantu promosi dari
Sriwijaya FC, karena dari pihak Sriwijaya FC juga belum
banyak mengeluarkan produk seperti kaos. Kami inikan
kebanyakan yang membeli di kalangan suporter, dan diluar
Palembang suporter lain pun seperti itu.”
Pedagang ini tidak menyadari walaupun niatan dari
yang dia lakukan sebenarnya baik dalam rangka
mempromosikan klub kesayangannya, namun secara tidak
langsung juga ia turut membajak merchandise klub
kesayangannya karena dirinya tidak memperoleh izin
ataupun membayar royalti kepada manajemen PT.SOM
karena terpampang jelas logo dari Sriwijaya FC di dalam
kaos yang dia jual.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dari beberapa sampel
pedagang di atas, mereka mengaku hanya sebatas tahu
saja akan aturan yang berlaku mengenai pembajakan
merchandise klub sepakbola Sriwijaya FC ini namun tidak
begitu mengindahkan akan aturan tersebut.
Faktor-faktor penyebab terjadinya pembajakan
merchandise klub sepakbola Sriwijaya FC diatas, didukung
dengan beberapa alasan masyarakat ataupun suporter




Sulit memperoleh yang original
Desain Merchandise
Prestasi Klub
Sulit membedakan yang KW
Kurangnya promosi manajemen
Kurangnya kesadaran dari diri sendiri
Pemain Bintang
Berdasarkan tabel diatas yang diambil dari hasil wawancara
dengan 35 orang koresponden, diperoleh beberapa alasan
mengapa masyarakat membeli merchandise bajakan. Harga
merchandise yang menjadi faktor utama membeli
merchandise bajakan dengan 11 orang. Lalu disusul dengan
alasan kesulitan mencari merchandise original sebanyak 9
orang. Kemudian 5 orang beranggapan prestasi klub turut
mempengaruhi. Selanjutnya, kurangnya promosi dari
manajemen sebanyak 4 orang, desain merchandise 3 orang,
kurangnya kesadaran dari pembeli sebanyak 2 orang,
disusul sulit membedakan yang bajakan dan adanya pemain
bintang masing-masing 1 orang.
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D. Upaya Pencegahan Kejahatan Pembajakan Merchandise Klub
Sepakbola Sriwijaya FC
Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung
jawab menimbulkan kerugian bagi negara pada umumnya dan
manajemen PT.SOM selaku pengelola klub sepakbola Sriwijaya FC
menjadi salah satu hal penting yang harus secepatnya ditindak
lanjuti bagi bangsa Indonesia khususnya pemerintah/aparat yang
mempunyai wewenang dalam masalah ini.
Pentingnya perlindungan hak cipta, hak merek, dan/atau hak
yang terkait di dalamnya sangat penting untuk dilindungi. Karena
hak kekayaan intelektual merupakan suatu hasil kreatifitas ataupun
hasil olah pikir manusia terhadap suatu ciptaan. Hak kekayaan
penting untuk dilindungi karena merupakan bentuk penghargaan
kepada penciptanya dan diharapkan mampu merangsang orang
lain untuk mengembangkan suatu karya ciptaan atau membuat
terobosan baru atas suatu ciptaan.
Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi yang
semakin maju, tidak jarang juga disalahgunakan oleh oknum-
oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meniru, merusak,
dan/atau membajak suatu karya ciptaan. Saat ini begitu banyak
ditemui produk-produk yang ditiru dan/atau dibajak terkait dengan
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hak kekayaan intelektual, khususnya pada pembajakan
merchandise klub sepakbola Sriwijaya FC.
Melihat fenomena ini, diperlukan adanya upaya dari para
penegak hukum dalam mengatasi kasus ini. Karena hak kekayaan
intelektual sangat erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi.,
karena dengan adanya penegakan hukum yang baik maka
perkembangan ekonomi suatu negara dapat berjalan dengan baik,
begitu pun sebaliknya.
Aiptu Masrizal yang bertindak atas nama Kasat Reskrim
Polresta Palembang mengungkapkan bahwa:
“Sejak terbentuknya klub sepakbola Sriwijaya FC pada tahun 2006
di Kota Palembang sampai saat ini, belum ada laporan dari pihak
manajemen Sriwijaya FC melaporkan pembajakan merchandise
Sriwijaya FC ke pihak Polresta Palembang. Meski pihak Polresta
Palembang menemukan adanya indikasi pembajakan merchandise
Sriwijaya FC tersebut.”
Senada dengan apa yang diungkapkan Aiptu Masrizal,
Sekretaris PT. SOM yakni bapak Faisal Mursyid, S.H.
mengungkapkan bahwa:
“Sidak atau razia pernah kita lakukan di sekitar Stadion Gelora
Sriwijaya Jakabaring, dan beberapa kali saat pertandingan
Sriwijaya FC. Namun, hanya melibatkan pihak keamanan (security)
yang ditugaskan oleh PT. SOM. Mengenai laporan kepada pihak
kepolisian pada saatnya akan kita lakukan pada tahun ini, tahun
2017.”
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Menambahkan apa yang disampaikan oleh sekretaris PT.
SOM, media officer Sriwijaya FC, yakni bapak Haryanto
menyatakan bahwa:
“Sewaktu melakukan sidak ataupun razia di sekitar Stadion Gelora
Sriwijaya Jakabaring, merchandise bajakan yang banyak
ditemukan adalah jenis jersey, kaos, jaket, syal yang dominan.”
Selanjutnya menurut bapak Haryanto, dampak yang
ditimbulkan atas pembajakan merchandise Sriwijaya FC adalah:
“Kerugian secara material, dimana dengan adanya pembajakan ini
turut mempengaruhi pendapatan klub dari sisi merchandise. Kami
manajemen Sriwijaya FC mengecam atas tindakan ini.”
Dengan melihat hal-hal yang diungkapkan tersebut diatas,
maka jelaslah bahwa pihak Polresta Palembang belum dapat
melakukan tindakan apapun walaupun menemukan indikasi adanya
kejahatan pembajakan merchandise Sriwijaya FC karena
menunggu laporan dari manajemen PT. SOM selaku pengelola
klub. Namun, sebenarnya pihak manajemen bukan melakukan
pembiaran begitu saja, tetapi masih melakukan tindakan atas
inisiatif sendiri dan ke depannya akan melakukan kordinasi dengan
pihak berwajib dalam hal ini Polresta Palembang. Adapun upaya
pencegahan dalam menanggulangi kejahatan pembajakan
merchandise Sriwijaya FC yang dilakukan ataupun yang perlu
dilakukan ke depannya adalah:
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1. Secara Pre-Emtif
Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif adalah
upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak/instansi terkait
untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha
yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara
pre-emtif adalah menanamkan norma-norma yang baik
sehingga norma-norma tersebut tertanam dengan sendirinya
di dalam diri seseorang. Sehingga meskipun ada
kesempatan melakukan kejahatan tersebut, maka kejahatan
tersebut tidak akan terjadi. Bukti konkrit yang telah dilakukan
manajemen Sriwijaya FC adalah dengan cara menghimbau
dan memberikan edukasi kepada para suporter setianya
untuk membeli dan/atau menggunakan merchandise
Sriwijaya FC yang original, sehingga walaupun banyak
pedagang yang menjajakan merchandise original namun
suporter tetap tidak tergiur. Namun tidak dapat dipungkiri
upaya ini masih belum cukup ampuh dalam mengatasi
pembajakan.
2. Secara Preventif
Upaya preventif merupakan upaya pencegahan
sebelum terjadinya kejahatan, dalam upaya preventif yang
ditekankan adalah menghilangkan untuk dilakukannya suatu
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kejahatan. Upaya yang ditempuh oleh manajemen Sriwijaya
FC adalah dengan mengajak para pedagang untuk bermitra,
seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nirmala Dewi selaku
Direktur marketing dan sponsorship PT. SOM:
“Kami akan keluarkan label resmi yang akan dijual kepada
pedagang dengan harga yang berbeda-beda, kisaran Rp
10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) hingga Rp 30.000,00 (Tiga
Puluh Ribu Rupiah). Dengan begini semua pedagang bisa
jualan merchandise dengan logo Sriwijaya FC dengan syarat
yang tertera label resmi pada barang tersebut. Dan untuk
membeli label harus membelinya langsung di manajemen
Sriwijaya FC, dimana berarti pemilik label resmi sudah
menyumbang untuk tim sebesar angka yang telah
ditentukan.”
Selain itu, manajemen juga membuka kafe dan toko
resmi penjualan merchandise untuk memudahkan
memperoleh merchandise original dan sebagai upaya
menekan pedagang yang menjajakan merchandise bajakan
serta melakukan himbauan secara terbuka melalui surat
kabar untuk mengajak para pedagang untuk bermitra
dengan manajemen Sriwijaya FC, terlampir.
3. Secara Represif
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan
yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan
menjatuhkan hukuman yang setimpal atau bahkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku, agar perbuatan yang sama selanjutnya dapat
dicegah dan memberikan pembinaan kepada pelaku untuk
tidak melakukan kesalahan yang sama. Namun dalam
menjatuhkan hendaknya selalu mencerminkan rasa keadilan.
Semua usaha serta langkah-langkah dalam penanggulangan
tersebut perlu diintensifkan dan dalam mengambil tindakan tanpa
memandang siapapun juga yang melakukan perbuatan kejahatan




P E N U T U P
Berdasarkan uraian-uraian dalam skripsi ini yang membahas
pelanggaran hak cipta dan hak merek secara khusus pembajakan
merchandise klub sepakbola Sriwijaya FC, maka penulis menarik
kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai berikut:
A. Kesimpulan
1. Pengaturan hukum tentang pembajakan merchandise
Sriwijaya FC, telah sesuai dengan apa yang diatur dalam
Pasal 254 sampai 256 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 28
tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 90 sampai 94
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Hak Merek.
2. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan pedagang melakukan
penjualan merchandise Sriwijaya FC, yaitu faktor
keuntungan yang menjanjikan, sulit memperoleh
merchandise yang asli, serta menganggap turut membantu
promosi dari klub Sriwijaya FC.
3. Upaya pencegahan pembajakan merchandise Sriwijaya FC
yang dilakukan oleh manajemen PT.SOM yaitu mulai dari
tindakan razia terhadap para pedagang, mengajak
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pedagang untuk bermitra, dan membuka toko merchandise.
Sedangkan dari pihak kepolisian belum dapat melakukan
apa-apa karena sifat dari delik ini merupakan delik aduan.
B. Saran
1. Pihak Polresta Palembang bersama dengan manajamen PT.
SOM diharapkan mampu bersinergi memutus rantai
peredaran dari pembajakan ini, mulai dari produsen hingga
sampai ke tingkat penjualan eceran.
2. Produsen apparel harus membuat optimalisasi teknologi anti
imitasi, sehingga pembajak sulit untuk meniru ataupun
membajak
3. Membuat merchandise dalam beberapa versi yang
menyesuaikan antara harga dengan kebutuhan masyarakat
namun tetap original
4. Membangun rasa kesadaran di masing-masing individu
bahwa membeli yang asli turut membantu keuangan dari
klub itu sendiri, dengan begitu walaupun masih banyak
merchandise bajakan yang beredar tetapi individu tersebut
memiliki kesadaran akan aturan dari merchandise bajakan,
maka tidak akan terjadi.
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Sriwijaya FC Minta Pedagang
Jual Jersey Original
By Agus Prasetyo / Published on Wednesday, 01 Jan 2014
Setelah mematenkan merek dan logo klub, manajemen Sriwijaya FC berharap agar hak
paten yang telah mereka peroleh bisa memberikan tambahan pemasukan bagi
finansial tim.
Alhasil Laskar Wong Kito kini sedang giat-giatnya menata strategi dalam penjualan
aksesoris, merchandise, syal dan jersey orisinil.
Seperti yang diketahui jika beberapa waktu yang lalu, manajemen Sriwijaya FC telah
resmi mendaftarkan merek & logo klub ke dirjen HKI.
Dalam konfirmasinya Presiden Sriwijaya FC, Dodi Reza Alex juga berjanji akan
merangkul seluruh stakeholder yang tertarik menggunakan merek dan logo Sriwijaya
guna memperluas pasar penjualan.
“Manajemen akan merangkul produsen dan pedagang kecil yang berniat
menjual jersey Sriwijaya FC atau aksesoris, merchandise dan syal tentu yang orisinil
bukan yang bajakan atau illegal”
“Maka semakin banyak yang menjual, pemasukan keuangan klub juga akan
bertambah” ungkap Dodi Reza Alex.
Dodi juga mengatakan manajemen akan melakukan sosialisasi kepada semua pihak
agar mereka yang ingin bekerjasama atau menggunakan merek serta logo klub bisa
mengerti dan menerima.
Langkah manajemen Sriwijaya FC yang mendaftarkan merek serta logo tersebut,
disebut Dodi sebagai upaya dalam menjaga eksistensi klub. Oleh karena itu dirinya
berharap adanya dukungan dari seluruh pihak.
2014, Sriwijaya FC Berlakukan Hak
Paten Merek dan Logo
Rep: Maspril Aries/ Red: Citra Listya Rini
Sriwijaya FC
REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Sriwijaya FC akan menjadi klub profesional kedua
di Indonesia setelah Persib Bandung yang mendapat hak paten atas merek dan logo klub
Dirjen HAKI (hak kekayaan intelektual) Kementerian Hukum dan HAM.
"Besok manajemen Sriwijaya FC akan menerima sertifikat tanda pendaftaran merek dan logo
dari Ditjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM," kata Presiden klub Sriwijaya FC Dodi
Reza Alex, Kamis (26/12).
Menurut Dodi, terhitung tahun 2014 dan seterusnya siapa pun yang menggunakan merek dan
logo Sriwijaya FC harus mendapat izin dari PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) sebagai
perusahaan pengelola klub Sriwijaya FC.
"Adanya Hak Paten Sriwijaya maka siapa pun yang menggunakan, apa lagi untuk
kepentingan komersial harus mendapat izin dari kita," ujar Dodi.
Adanya paten merek dan logo Sriwijaya FC semakin mempertegas kemapanan Sriwijaya FC.
Untuk menghidupi dan mempertahankan Sriwijaya FC sebagai kebanggaan dan aset Sumatra
Selatan bukan hal mudah.
"Berkat perjuangan semua jajaran, Sriwijaya FC hingga kini tetap bertahan bahkan kami
optimistis akan terus maju," kata Dodi yang juga anggota Komis III DPR ini.
Pun, didaftarkannya merek dan logo tersebut, menurut Dodi manajemen akan terus bergerak
mencari dana, sponsor dan beberapa terobosan ke depan untuk mengatasi keuangan klub
sehingga tidak ada lagi persoalan dana dalam menghadapi kompetisi ISL 2014.
"Sejak tidak ada lagi subisidi klub dari dana APBD banyak orang yang mengatakan Sriwijaya
FC tidak akan bisa bertahan. Nyatanya, dengan pengurus yang kompak dan perjuangan
seluruh pihak termasuk dukungan dari Gubernur Sumatra Selatan Sriwijaya FC tetap eksis,"
ujar Dodi.



